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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 40 TAHUN 2017
TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL
KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan Pasal 21 huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas, rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku
pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan
nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan
serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu
lintas pada masa angkutan lebaran, perlu dilakukan
pengaturan lalu lintas melalui pembatasan operasional
kendaraan bermotor dan penutupan unit pelaksana
penimbangan kendaraan bermotor pada masa angkutan
lebaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu

Lintas Melalui Pembatasan Operasional Kendaraan
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Mengingat

Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor Pada Masa Angkutan Lebaran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 132);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen  Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen



Menetapkan
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dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN
OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN
UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN.

(1)

(2)

Pasal 1

Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada masa

angkutan lebaran, Menteri menetapkan pengaturan arus
lalu lintas melalui:

a. pembatasan operasional kendaraan bermotor di
jalan nasional; dan

b. penutupan unit pelaksana penimbangan kendaraan
bermotor.

Pembatasan operasional bagi kendaraan bermotor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pembatasan operasional bagi mobil barang yang
digunakan untuk mengangkut barang galian/barang
tambang, seperti pasir, tanah, batu, dan batubara;
dan

b. pembatasan operasional bagi mobil barang dengan

Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000
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(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(empat belas ribu) kilogram, dan mobil barang
dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, serta mobil barang
dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.
Pembatasan operasional bagi kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
a. pembatasan waktu operasional bagi kendaraan
bermotor; dan
b. pembatasan lokasi operasional bagi kendaraan
bermotor.
Pembatasan waktu operasional dan lokasi operasional
bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan pertimbangan

dari Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 2

Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) huruf b, tidak berlaku
bagi mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan
barang tertentu.

Penetapan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan pertimbangan

dari Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 3
Pembatasan operasional kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dinyatakan
dengan rambu lalu lintas.
Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan

angkutan jalan.

Pasal 4

Untuk mendukung penyelenggaraan angkutan lebaran,

seluruh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di
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Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali ditutup
sementara dan difungsikan sebagai tempat istirahat bagi para
pengguna jalan selama penyelenggaraan angkutan lebaran
terhitung mulai 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya Idul
Fitri (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan 7 (tujuh) hari
kalender setelah hari Raya Idul Fitri (H+7) pukul 24.00 WIB.

Pasal 5
(1) Pembatasan operasional kendaraan bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a,
dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan
pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada
kondisi lalu lintas di masing-masing ruas jalan yang
menunjukkan kondisi lalu lintas tidak mengalami

kemacetan.

Pasal 6
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan unit kerja terkait
bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan

sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 8
Direktur  Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



